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 ABSTRAK   

Proses klaim dana BPJS Kesehatan merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung kelangsungan pelayanan 

kesehatan di puskesmas. Namun, dalam pelaksanaanya sering ditemukan berbagai hambatan yang dapat berdampak pada 

keterlambatan pencairan dana klaim. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hambatan yang di hadapi pada proses klaim 

BPJS di Puskesmas Kota Tengah Kota Gorontalo. Jenis penelitian kualitatif. Informan kunci kepala puskesmas, informan 

biasa dua orang yaitu kepala tata usaha dan bendahara, dan informan penunjang lima orang yaitu pengelola dana kapitasi, 

perawat dan tiga orang tenaga administrasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, hambatan dalam proses klaim dana 

BPJS kesehatan meliputi berbagai faktor. Yaitu faktor man, faktor material, faktor method, faktor machine, faktor money. 

Hal ini dapat dilihat dari hambatan yang berasal dari belum adanya pelatihan khusus yang terstruktur bagi petugas klaim, 

keterbatasan pemahaman terhadap alur dan ketentuan klaim, serta kendala teknis pada sistem yang digunakan. Selain itu, 

kelengkapan dan ketepatan waktu pengajuan klaim juga menjadi faktor yang mempengaruhi proses klaim. Perlu adanya 

perhatian khusus, terutama dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar dapat mendukung kelancaran proses 

pengajuan klaim dana BPJS Kesehatan. 

 
 

 ABSTRACT  

The BPJS Kesehatan claims process is a crucial component in supporting the continuity of healthcare services at 

community health centers (Puskesmas). However, various obstacles are often encountered in its implementation, which 

can lead to delays in the disbursement of claim funds. The purpose of this study was to determine the obstacles encountered 

in the BPJS Kesehatan claims process at the Kota Tengah Community Health Center in Gorontalo City. The research 

method was qualitative. The key informants were the head of the community health center, two regular informants (the 

head of administration and the treasurer), and five supporting informants (the capitation fund manager, a nurse, and three 

administrative staff). The results of this study indicate that obstacles in the BPJS Kesehatan claims process include various 

factors, namely human factors, material factors, method factors, machine factors, and money factors. This can be seen 

from the obstacles originating from the lack of structured special training for claims officers, limited understanding of the 

claim flow and provisions, and technical constraints in the system used. In addition, the completeness and timeliness of 

claim submissions are also factors that influence the claims process. Special attention is needed, especially in improving 

human resource capacity to support the smooth process of submitting BPJS Kesehatan claims. 

 

 

PENDAHULUAN  

Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  adalah  badan  hukum yang  

dibentuk  untuk  menyelenggarakan  program  jaminan  Kesehatan. Melalui  BPJS  Kesehatan  Pemerintah  

mempunyai  tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan dan terpenuhinya 

kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta atau anggota keluarganya. BPJS mulai beroperasi 

pada tahun 2014 dan bertujuan memberikan perlindungan kesehatan melalui  asuransi  yang  bersifat  

wajib  bagi seluruh warga negara (Rizky & Mahardika, 2023). 
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Pertumbuhan ekonomi yang pesat, kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian utama 

pemerintah dan lembaga sosial dalam era globalisasi. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah 

melalui program BPJS Kesehatan, yang bertujuan memberikan akses luas dan terjangkau ke layanan 

kesehatan. Program ini memiliki potensi besar dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui 

penyediaan jaminan kesehatan yang mencakup berbagai layanan medis. Dengan mengurangi beban 

finansial keluarga akibat biaya kesehatan yang tinggi, meningkatkan aksesibilitas layanan, serta 

menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pencegahan penyakit (Nurany et al., 2024).  

Menurut Kementrian Kesehatan Republik Indonesia klaim BPJS adalah  pengajuan  biaya  

perawatan  pasien peserta BPJS oleh pihak puskesmas kepada  pihak  BPJS  Kesehatan  yang  dilakukan 

secara  kolektif  dan ditagihkan kepada pihak BPJS Kesehatan setiap bulannya. Proses klaim ini sangat 

penting bagi puskesmas sebagai penggantian biaya pasien asuransi yang telah berobat. dengan disertakan 

berkas-berkas persyaratan yang harus dilengkapi sesuai prosedur verifikasi BPJS kesehatan. 

Menurut Ikhsan et al., (2021) Proses klaim BPJS di puskesmas sering kali menghadapi berbagai 

hambatan. Hambatan tersebut secara umum dapat berasal dari berbagai faktor seperti aspek administrasi, 

sumber daya manusia, sistem informasi, teknis, dan kebijakan yang berlaku. Kondisi ini dapat berdampak 

pada keterlambatan proses klaim maupun pencairan dana yang dibutuhkan oleh puskesmas untuk 

menunjang kegiatan pelayanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang ada masih 

memerlukan perhatian dan evaluasi agar dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

 

METODE 

Penelitian ini telah dilakukan di Puskesmas Kota Tengah Jl. Sulawesi, Kelurahan Dulalowo, 

Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo dan dilakukan pada bulan Desember 2025. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada prespektif 

peneliti dalam memahami secara mendalam suatu fenomena, peristiwa, atau perilaku manusia dalam 

konteks yang alami. 

 

Informan Penelitian 

Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang di perlukan 

dalam penelitian tersebut atau orang yang secara mendalam mengetahui permasalahan yang di teliti. 

Informan kunci pada penelitian ini berjumlah 1 orang yaitu kepala peskesmas Kota Tengah Kota 

Gorontalo. 

Informan biasa adalah informan yang didasarkan pada pengetahuan serta hubungan tentang 

permasalahan peneliti dan penalaran. Yang menjadi informan biasa dalam penelitian ini berjumlah 2 

orang yaitu Kepala tata usaha (KTU) dan Bendahara di Puskesmas Kota Tengah Kota Gorontalo. 

Informan penunjang adalah mereka yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai sebagai 

pelengkap analisis. Informan penunjang biasanya memberikan informasi yang tidak diberikan oleh 

informan kunci dan informan biasa. informan penunjang dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yaitu, 

perawat 1 orang, pengelola dana kapitasi 1 orang dan petugas administrasi kesehatan 3 orang. 

 

HASIL 

Karakteristik Responden 

Jumlah informan yaitu 8 orang terdiri dari 1 kepala puskesmas, 1 kepala tata usaha, 1 bendahara, 

1 perawat, 1 pengelola dana kapitasi dan 3 orang petugas administrasi kesehatan. Wawancara terhadap 

informan dilaksanakan pada tanggal 16-19 Desember 2025. Karakteristik informan berdasarkan hasil 

penelitian dalam tabel 1. 
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Tabel 1. Karakteristik Informan 

Nama Umur Jabatan 

HA 48th Kepala Puskesmas 

YI 48th Kepala Tata Usaha 

RN 40th Bendahara 

SA 33th Pengelola Dana Kapitasi 

NI 34th Administrasi Kesehatan 

DJ 35th Administrasi Kesehatan 

IB 30th Administrasi Kesehatan 

NF 35th Perawat 

 

Manusia (Man) 

Berdasarkan hasil wawancara tentang pelatihan khusus menurut informan kunci bahwa tidak 

adanya pelatihan khusus terhadap petugas menjadi salah satu masalah yang di hadapi puskesmas kota 

tengah yakni sebagai berikut: 

“Untuk pelatihan khusus klaim tidak ada, hanya saja diberitahu prosesnya bagaimana, cuman itu 

saja sih. Kalau pelatihan khusus tidak ada.” (Informan Kunci). 

Berdasarkan hasil wawancara tentang jumlah petugas yang menangani klaim dana BPJS 

kesehatan menurut informan biasa jumlah petugas yang menangani klaim di nilai sudah cukup yakni 

sebagai berikut: 

“Kalau dilihat dari pelaksanaanya selama ini, menurut saya jumlah petugas yang menangani 

klaim sudah mencukupi” (Informan Biasa). 

Berdasarkan hasil wawancara tentang tingkat pemahaman dan kompetensi petugas terhadap 

prosedur klaim dana BPJS kesehatan menurut informan biasa pemahaman dan kompetensi petugas di 

nilai sudah baik yakni sebagai berikut: 

“Sejauh ini petugas sudah mampu menjalankan prosedur klaim BPJS dengan baik. Dari 

pengalaman yang sudah cukup lama dalam menangani klaim membuat petugas sangat memahami 

prosedurnya” (Informan Biasa). 

Berdasarkan hasil wawancara tentang kendala yang sering muncul terkait SDM dalam proses 

klaim menurut informan penunjang kendala yang sering muncul yaitu ketergantungan terhadap petugas 

tertentu yakni sebagai berikut: 

“Menurut saya kendalanya bisa terjadi kalau petugas yang menanginya lagi tidak masuk kerja” 

(Informan Penunjang). 

 

Dokumen (Material) 

Berdasarkan hasil wawancara tentang dokumen yang menjadi persyaratan klaim dana BPJS 

menurut informan kunci dokumen yang menjadi persyaratan berkaitan dengan penyelesaian SPJ yakni 

sebagai berikut: 

“Dokumen yang biasanya menjadi persyaratan klaim BPJS Kesehatan harus berkaitan dengan 

penyelesaian SPJ. Di dalamnya terdapat surat tugas, daftar penerimaan, dokumentasi kegiatan, serta 

laporan pertanggungjawaban. Seluruh dokumen tersebut harus lengkap terlebih dahulu, baru kemudian 

proses klaim dana BPJS Kesehatan dapat dilakukan” (Informan Kunci). 

Berdasarkan hasil wawancara tentang kekurangan atau kesalahan data pada berkas klaim menurut 

informan biasa kekurangan atau kesalahan data pada berkas klaim pernah terjadi yakni sebagai berikut: 

“Tentu saja pernah, namun harus diminimalisir karena tidak diperbolehkan adanya kesalahan 

dalam pengajuan klaim BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, setiap berkas harus diperiksa dan dilengkapi 

terlebih dahulu melalui proses verifikasi sebelum klaim diajukan, agar seluruh persyaratan benar-benar 
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sesuai dan lengkap” (Informan Biasa). 

Berdasarkan hasil wawancara tentang proses pengecekan kelengkapan dokumen menurut 

informan penunjang proses pengecekan kelengkapan dokumen dengan cara memverifikasi terlebih 

dahulu yakni sebagai berikut: 

“Pengecekannya dengan melihat apakah dokumennya sudah lengkap atau belum” (Informan 

Penunjang). 

 

Prosedur (Method) 

Berdasarkan hasil wawancara tentang alur atau prosedur klaim BPJS yang di terapkan di 

puskesmas menurut informan kunci alur atau prosedur yang di terapkan berfokus pada kelengkapan 

dokumen yakni sebagai berikut: 

“Alur klaim dimulai dari pengumpulan berkas kegiatan atau pelayanan yang menggunakan dana 

BPJS. Setelah itu, petugas menyusun SPJ lalu dilakukan verifikasi secara berjenjang mulai dari pejabat 

teknis, pejabat keuangan, hingga KPA. Jika seluruh berkas sudah lengkap dan sesuai barulah klaim di 

ajukan” (Informan Kunci). 

Berdasarkan hasil wawancara tentang SOP klaim menurut informan biasa SOP klaim di nilai 

sudah jelas yakni sebagai berikut: 

“Ya jelas karena sudah dijalankan dengan konsisten selama ini. Petugas tinggal mengikuti 

tahapan yang ada” (Informan Biasa). 

Berdasarkan hasil wawancara tentang koordinasi khusus antar petugas dalam proses klaim 

menurut informan penunjang koordinasi khusus merupakan bagian penting dalam proses klaom dana 

BPJS di puskesmas yakni sebagai berikut: 

“Kalau disini koordinasi antarpetugas memang harus ada. Setiap kegiatan atau proses yang akan 

dijalakan biasanya dibicarakan terlebih dahulu bersama supaya tidak terjadi kesalahan dalam 

pelaksanaannya”(Informan Penunjang). 

 

Mesin (Machine) 

Berdasarkan hasil wawancara tentang aplikasi yang digunakan dalam proses klaim dana BPJS 

menurut informan kunci aplikasi yang digunakan dalam proses klaim dana menggunakan aplikasi P-Care 

yakni sebagai berikut: 

“Untuk aplikasi yang digunakan dalam proses klaim dana BPJS Kesehatan biasannya 

menggunakan aplikasi P-Care yang memang sudah jadi sistem resmi BPJS. Melalui aplikasi tersebut 

semua proses klaim dijalankan sesuai ketentuannya. Setelah klaim selesai diproses dan pada saat mau 

melakukan pencairan itu baru menggunakan aplikasi perbankan yang sudah bekerja sama.” (Informan 

Kunci). 

Berdasarkan hasil wawancara tentang  kesulitan petugas dalam mengoperasikan aplikasi klaim 

BPJS menurut informan biasa petugas tidak mengalami kesulitan yang serius dalam mengoperasikan 

aplikasi klaim BPJS yakni sebagai berikut: 

“Menurut saya tidak ada kesulitan yang signifikan dalam penggunaan aplikasi klaim BPJS, 

karena petugas sudah cukup memahami langkah-langkah yang harus dilakukan” (Informan Biasa). 

Berdasarkan hasil wawancara tentang pengaruh kendala sistem terhadap kecepatan proses klaim 

menurut informan penunjang kendala sistem memiliki pengaruh yang cukup serius terhadap kecepatan 

proses klaim dana BPJS yakni sebagai berikut: 

“Kendala sistem jelas mempengaruhi kecepatan klaim, terutama pada saat mengakses aplikasi 

dalam kondisi jaringan lagi kurang baik bisa menyebabkan proses yang biasanya cepat menjadi lebih 

lama karena sering terptus atau harus diulang” (Informan Penunjang). 

 

Dana (Money) 

Berdasarkan hasil wawancara tentang keterlambatan pencairan dana klaim BPJS menurut 

informan kunci keterlambatan pencairan dana klaim dapat berpengaruh terhadap operasional puskesmas 
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yakni sebagai berikut: 

“Keterlambatan pencairan dana klaim tentu saja dapat berpengaruh terhadap operasional 

puskesmas. Namun untuk dana kapitasi pencairannya rutin dilakukan setiap bulan sesuai jadwal yang 

sudah ditetapkan. Tetapi keterlambatan yang kadang terjadi biasanya terdapat pada dana Non-kapitasi. 

Meskipun begitu, puskesmas dapat menanggulanginya dengan cara memanfaatkan dana operasional yang 

ada, sambil menunggu pencairan dana Non-kapitasi” (Informan Kunci). 

Berdasarkan hasil wawancara tentang dana operasional menurut informan biasa dana operasional 

yang tersedia sudah mencukupi yakni sebagai berikut: 

“Kalau dilihat dana operasional disini bisa dibilang sangat cukup dan bisa membantu menunjang 

kegiatan administrasi klaim BPJS” (Informan Biasa). 

Berdasarkan hasil wawancara tentang kendala anggaran dalam penyediaan sarana pendukung 

proses klaim menurut informan penunjang tidak terdapat kendala anggaran dalam penyediaan sarana 

pendukung proses klaim yakni sebagai berikut: 

“Selama ini saya tidak melihat adanya kendala yang disebabkan oleh keterbatasan sarana. Berarti 

anggaran untuk penyediaan masih mencukupi” (Informan Penunjang) 

 

PEMBAHASAN 

Man (Manusia) 

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di puskesmas Kota Tengah, hingga saat ini belum 

terdapat pelatihan khusus yang terstruktur bagi petugas yang menangani klaim dana BPJS Kesehatan. 

Petugas umumnya hanya memperoleh arahan atau penjelasan singat terkait alur proses klaim tanpa 

adanya pembekalan teknis yang mendalam. Kondisi ini menyebabkan peningkatan kapasitas petugas 

lebih banyak bertumpu pada pengalaman kerja sehari-hari. Meskipun pengalaman tersebut membantu 

petugas memahami prosedur klaim, ketiadaan pelatihan khusus berpontensi menimbulkan 

ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan klaim, terutama ketika terjadi keterlambatan pengajuan klaim, 

kesalahan administrasi, maupun pengembalian klaim. 

Sejalan dengan hasil penelitian dari Kurniawati et al (2020) penyebab pengembalian berkas klaim 

BPJS Kesehatan dikarenakan kurangnya pelatihan pada petugas. Oleh karena itu, perlu diadakannya 

pelatihan yang bersifat teknis dan aplikatif, meliputi pemahaman alur klaim kapitasi dan non-kapitasi, 

penyusunan dan verifikasi dokumen klaim, serta penggunaan aplikasi P-Care dan sistem pendukung 

lainnya. 

 

Material (Bahan) 

Berdasarkan hasil penelitian proses klaim dana BPJS Kesehatan di puskesmas Kota Tengah Kota 

Gorontalo sangat bergantung pada kelengkapan dan ketepatan dokumen administrasi yang diajukan. Hal 

ini sejalan dengan yang di kemukakan Astuti et al (2022) kelengkapan dokumen sangat mempengaruhi 

kelancaran dan kecepatan proses penagihan klaim BPJS Kesehatan. Dokumen yang menjadi persyaratan 

klaim umumnya berkaitan dengan penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas kegiatan atau 

penggunaan dana BPJS Kesehatan. Dokumen tersebut meliputi surat tugas, laporan kegiatan atau laporan 

pertanggungjawaban, dokumentasi kegiatan, rincian penggunaan dana, serta bukti pengeluaran seperti 

kwitansi pembelian.  

Seiring dengan kompleksitas dokumen yang harus dipenuhi, potensi terjadinya kekurangan atau 

kesalahan data dalam berkas klaim tidak dapat dihindari. Proses administrasi yang melibatkan banyak 

dokumen serta beberapa pihak sering menyebabkan adanya dokumen yang tertinggal, keterlambatan 

penyusunan SPJ, maupun ketidaksesuaian data pendukung. Untuk mengantisipasi kekurangan dan 

kesalahan tersebut, puskesmas menerapkan mekanisme pengecekan dan verifikasi dokumen secara 

berjenjang oleh pejabat teknis, pejabat keuangan, hingga kuasa pengguna anggaran (KPA) sebelum klaim 

diajukan ke BPJS Kesehatan. 
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Method (Prosedur dan Mekanisme Kerja) 

Berdasarkan hasil penelitian proses klaim dana BPJS Kesehatan di puskesmas Kota Tengah Kota 

Gorontalo dilaksanakan melalui alur administrasi yang berjenjang dan menekankan pada kelengkapan 

dokumen sebagai persyaratan utama pengajuan klaim. Prosedur klaim diawali dengan pengumpulan 

seluruh berkas kegiatan atau pelayanan yang menggunakan dana BPJS Kesehatan, kemudian dilanjutkan 

dengan penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ). Setelah SPJ selesai disusun, berkas klaim harus 

melalui tahapan pengecekan dan verifikasi oleh pejabat teknis, pejabat keuangan, hingga kuasa pengguna 

anggaran (KPA). Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh dokumen yang diajukan telah 

sesuai dengan ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif sebelum klaim diproses 

lebih lanjut. 

Standar Operasioanal Prosedur (SOP) klaim BPJS Kesehatan telah tersedia dan menjadi pedoman 

utama dalam pelaksanaan klaim di puskesmas Kota Tengah. SOP tersebut dinilai jelas, mudah dipahami, 

dan telah dijalankan secara konsisten oleh petugas yang terlibat dalam proses klaim. Kejelasan SOP 

membantu petugas dalam memahami tahapan kerja, jenis dokumen yang harus dipersiapkan, serta 

mekanisme persetujuan yang harus dipenuhi sebelum klaim diajukan. 

Selain itu, koordinasi antar petugas dan pimpinan juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan 

klaim, karena setiap tahapan memerlukan komunikasi dan pesetujuan secara berjenjang agar proses klaim 

dapat berjalan tertib dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sejalan dengan hasil penelitian Rusdian 

Ikawati et al (2025) koordinasi antar unit sangat penting agar kerja sama lebih terintegrasi dan komunikasi 

berjalan lancar dan tepat waktu. 

 

Machine (Mesin) 

Berdasarkan hasil penelitian proses klaim dana BPJS Kesehatan di puskesmas Kota Tengah Kota 

Gorontalo dilaksanakan dengan dukungan sistem aplikasi yang digunakan sesuai dengan tahapan proses 

klaim. Aplikasi utama yang digunakan dalam pengelolaan dan pengajuan klaim adalah aplikasi P-Care, 

yang merupakan sistem resmi dari BPJS Kesehatan. Melalui aplikasi ini, seluruh data pelayanan dan 

kegiatan yang berkaitan dengan dana BPJS diinput dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Setelah proses klaim dinyatakan selesai dan disetujui, tahapan selanjutnya yaitu pencairan dana dilakukan 

melalui aplikasi perbankan yang telah bekerja sama dengan puskesmas. 

Dalam pelaksanaannya, petugas puskesmas tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam 

mengoperasikan aplikasi klaim BPJS Kesehatan. Hal ini disebabkan aplikasi P-Care telah digunakan 

dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga petugas sudah terbiasa dan memahami alur penggunaan 

sistem tersebut. Proses adaptasi pada awal penggunaan aplikasi memang diperlukan, namun seiring 

berjalannya waktu, petugas mampu mengoperasikan aplikasi dengan baik sesuai prosedur. Pengalaman 

dan kebiasaan dalam menggunakan aplikasi menjadi faktor pendukung yang membantu kelancaran proses 

klaim, sehingga kesalahan pengoperasian aplikasi relatif jarang terjadi. 

Meskipun pengoperasian aplikasi tidak menjadi kendala utama, hambatan teknis tetap ditemukan 

dalam proses klaim dana BPJS Kesehatan. Kendala yang paling sering muncul berkaitan dengan 

gangguan jaringan internet dan kondisi sistem yang lambat atau tidak dapat dilakukan secara lancar. Hal 

ini sejalan dengan hasil penelitian yang di ungkapakan oleh Triatmaja et al (2022) jaringan yang sering 

mengalami error dapat menghambat pekerjaan petugas karena aplikasi yang akan digunakan tidak dapat 

diakses. 

 

Money (Dana) 

Berdasarkan hasil penelitian keterlambatan pencairan dana BPJS Kesehatan di puskesmas Kota 

Tengah Kota Gorontalo memiliki dampak terhadap operasional puskesmas, terutama pada pengelolaan 

keuangan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan. Sejalan dengan teori Suhadi (2022) bahwa pembayaran 

klaim yang tidak tepat waktu berdampak pada ketersediaan dana dan mengganggu pelayanan kesehatan. 

Dana kapitasi umumnya dicairkain secara rutin setiap bulan sehingga mampu menjadi sumber 

pembiayaan yang relatif stabil bagi puskesmas. Namun, kondisi yang berbeda sering terjadi pada dana 
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Non-kapitasi, di mana proses pencairannya membutuhkan tahapan verifikasi yang lebih panjang. 

Keterlambatan dana Non-kapitasi berpotensi mengganggu realisasi kegiatan yang telah direncanakan, 

khususnya kegiatan yang sangat bergantung pada ketersediaan dana tersebut. 

Ketersediaan dana operasional memegang peranan penting dalam mendukung proses 

administrasi klaim BPJS Kesehatan. Dana operasional yang memadai memungkinkan pelaksanaan 

kegiatan administrasi, seperti pengelolaan dokumen klaim, pengimputan data, serta proses pelaporan 

dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang baik, dana 

operasional dapat dialokasikan sesuai kebutuhan prioritas, sehingga proses administrasi klaim tetap 

berjalan lancar meskipun terdapat keterlambatan pencairan dana klaim tertentu. 

Selain dana operasional, ketersediaan sarana pendukung juga menjadi faktor penting dalam 

kelancaran proses klaim BPJS Kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian Aulia Kusuma Rahayu et al (2025) 

mengatakan bahwa sarana prasana yang cukup dapat mendukung kelancaran proses klaim BPJS 

Kesehatan. Sarana seperti perangkat komputer, jaringan internet, dan fasilitas administrasi lainnya perlu 

tersedia dan berfungsi dengan baik agar proses klaim dapat dilaksanakan secara optimal. 

 

KESIMPULAN 

Faktor sumber daya manusia (Man) menjadi salh satu faktor penghambat dalam proses klaim 

dana BPJS kesehatan di puskesmas Kota Tengah Kota Gorontalo. Faktor material (Bahan) berpengaruh 

terhadap efisiensi penyelesaian klaim dana BPJS Kesehatan di puskesmas Kota Tengah Kota Gorontalo. 

Kurangnya penerapan Method (SOP) bukan merupakan penyebab utama terjadinya kesalahan input data 

pada sistem klaim dana BPJS Kesehatan di Puskesmas Kota Tengah Kota Gorontalo. Faktor machine 

(teknis) pada sistem informasi klaim, seperti gangguan jaringan internet dan keterlambatan akses aplikasi, 

turut memperlambat proses pengajuan klaim dana BPJS Kesehatan di Puskesmas Kota Tengah Kota 

Gorontalo. Kurangnya dana (money) untuk pelatihan bukan merupakan faktor penghambat utama dalam 

proses klaim dana BPJS Kesehatan di Puskesmas Kota Tengah Kota Gorontalo. 
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